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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur ---, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta
(Sopir Mobil), tempat tinggal di ----, Kecamatan Rimbo Ulu,
Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur ---, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat tinggal. --- Kecamatan Rimbo Ulu,

Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-

bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 09 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0075/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal
09 Maret 2015 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi

sebagai berikut:
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1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
menikah pada tanggal ---, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, yang dikeluarkan oleh KUA
Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, di ----
Kecamatan, Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang Anak | (Pertama) -- tersebut berada dalam pengasuhan Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon sering smsan dengan mantan pacar dan kenalan barunya
yang isi smsnya Termohon mau meninggalkan Pemohon

b. Termohon sering mengunci pintu kamar, tanpa alasan yang jelas dan
akhirnya Pemohon tidur di luar

c. Termohon sering tidak ada dirumah saat Pemohon pulang kerja jam
20.00, dan saat Termohon pulang kerumah di tanya malah Pemohon
yang dimarah oleh Termohon

d. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tanggal 07 Januari 2015, Termohon tidak mau di
tegur oleh Pemohon untuk selalu berada di rumah saat Pemohon pulang
kerja, tetapi malah Termohon marah dan pergi dari rumah kediaman
bersama kerumah orang tuanya dialamat tersebut diatas, sejak saat itulah
antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang
sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan

kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
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6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak
berhasil.

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan
lagi.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas,
maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk
oleh Ketua Majelis yang bernama RUSYDI BIDAWAN, S.HI, namun
perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir pada sidang lanjutan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat berupa:
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1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo Nomor: --- bermeterai cukup dan telah

dinazzeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon -- ) Nomor -- --- yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil, Kabupaten
Tebo, tanggal ---, bermeterai cukup dan telah dinazzeglen dan telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:
1. Saksi (1), agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di --, Kecamatan
Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai
tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah

dan saksi hadir pada saat pernikahannya;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah  tidak

harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon selingkuh dengan SMS-an dengan laki-laki

lain, mantan pacarnyha;
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- Bahwa hingga saat ini sudah lima bulan Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal.

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah

pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi (ll), agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di --- Kecamatan

Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai

tetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah

dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ---
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak
harmonis sejak awal tahun 2015 karena Pemohon dan Termohon sering

bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon selingkuh dengan SMS-an dengan laki-laki

lain, mantan pacarnya;

- Bahwa hingga saat ini sudah lima bulan Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal.

- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah

pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan

Termohon;

Halaman 5dari 12 hal. Putusan No. 0075/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti

di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak

mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak

akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses
mediasi dengan hakim mediator RUSYDI BIDAWAN, S.H.l., sebagaimana
ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 16 April
2015 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan
permohonan ini baik dalam permohonannya maupun repliknya karena telah
terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dengan alasan
sebagaimana dalam posita nomor 4, poin (a), (b), (c), dan (d), dan akibat
pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon
tidak mengajukan jawaban apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga
telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut
ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama
Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian
dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, namun karena berdasarkan pasal 66 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009, pengajuan perkara perceraian diajukan ke Penghadilan yang

mewilayahi tempat tinggal isteri, maka bukti ini tidak relevan dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan keduanya sudah pisah tempat
lima bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon
tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon tidak dapat
melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan P2
serta saksi 1, dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang sah dan telah dikaruniai anak satu orang;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus,
Pemohon tidak tahan, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat
tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan;

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan

tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus,
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan
sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan, dan selama itu pula tidak
pernah bersatu layaknya suami isteri;

3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi
salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalag yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang
artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah
tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi
nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara
yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi
pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-
Showi Juz IV halaman 204 yang artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam
suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan
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kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah
Jalan terbaik”.(Al-Showi Juz IV).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah

dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS:
al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l.
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarakan hal-hal tersebut diatas, maka majelis
hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai
dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk
mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan
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dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal
84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Firmansyah alias Muhamad
Firmansyah bin Supardi )untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon (Indri Susilowati binti Susilo) di depan sidang Pengadilan Agama

Muara Tebo;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo untuk
didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M bertepatan
dengan tanggal 10 Syakban 1436 H, oleh Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai
Ketua Majelis, dihadiri oleh MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H dan RUSYDI
BIDAWAN, S.H.l sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh
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Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh
WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon.

Ketua Majelis

MUHAMMAD SIDDIK, .Ag.,M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H. RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi Rp 30.000,00
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2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 560.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 651.000,00
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